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TRIBUN MEDAN.com, MEDAN - Juru Bicara untuk Penanganan Covid-19 

Provinsi Sumatera, Mayor KES dr Whiko Irwan mengatakan, saat ini pemerintah telah 

melakukan refocusing tahap II yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Rp500miliar lebih. 

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk 3 hal, Jaring Pengaman Sosial (JPS), bidang 

kesehatan dan stimulus ekonomi, Kamis (16/7/2020). Dijelaskannya, pada tahap I, Pemprov 

Sumut telah menyalurkan bantuan JPS berupa paket sembako. Paket sembako diberikan 

kepada 1.321.426 KK di 33 kabupaten dan kota. Paket terdiri atas 10 kg beras, 2 kg gula, 2 

liter minyak goreng dan 20 bungkus mi instan. 

Penerima paket adalah keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam data terpadu 

kesejahteraan sosial (DTKS) dan masyarakat miskin baru terdampak Covid-19. Selain 

bantuan sembako tersebut, masyarakat Sumut juga menerima bantuan dari berbagai program 

JPS pemerintah, baik yang bersumber dari dana pemerintah pusat maupun daerah. 

Diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai untuk 737.625 KK, Program Keluarga Harapan 

untuk 408.321 KK selama 3 bulan, 

Bantuan Sosial untuk 662.769 KK selama 3 bulan, Kartu Prakerja yang diberikan 

kepada 183.904 orang selama 4 bulan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk lebih dari 

671.533 KK, Rekening Air Minum gratis dari PDAM Tirtanadi bagi pelanggan kategori RT 

1 selama 3 bulan serta insentif dan modal usaha bagi koperasi dan UMKM serta lembaga 

mikro lainnya “Dalam proses distribusi bantuan-bantuan dari JPS tersebut, mungkin masih 

terdapat berbagai kekurangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara 

https://waspada.co.id/


(Sumut) atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut terus berupaya 

meminimalisir berbagai celah yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan distribusi. 

Pelaksanaan distribusi JPS tahap pertama akan menjadi catatan untuk dilakukan pengawasan 

dan pengendalian di masa yang akan datang. Akan terus dilakukan perbaikan sistem ke 

depannya,” kata Whiko. 

Untuk itu, Pemprov Sumut melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Mulai dari 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, kejaksaan dan aparat 

penegak hukum lainnya untuk mengawasi program JPS yang pendanaannya melalui 

refocusing APBD Provinsi Sumut. 

Adapun perkembangan data orang yang terpapar Covid-19 di Sumut tanggal 15 Juli 

2020 pukul 16.30 WIB yakni pasien sembuh 605 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 

sebanyak 306 orang, positif RT-PCR sebanyak 2.596 orang dan meninggal 131 orang. 

 

Sumber Berita: 

1. https://medan.tribunnews.com/2020/07/16/pemprov - sumut - prioritas – refocusing - 

anggaran-untuk-jps-kesehatan-dan-stimulus-ekonomi, tanggal 16 Juli 2020. 

2. https://waspada.co.id/2020/07/anggaran - tahap - ii – covid – 19 – fokus – alokasi - 

penyediaan-jps/, tanggal 13 Juli 2020. 

 

Catatan: 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Pasal 1 angka 1, 2, dan 5 

1.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit 

menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2. 
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Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19. 

(2)  Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan 

penanganan dampak penularan COVID-19. 

 

Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

(1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah 

membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan 

pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19. 

(2) Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua 

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 

 

2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi 

Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Diktum KESATU 

Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan 

yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Refocussing 

Kegiatan dan Realokasi Anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

dan rencana operasional percepatan penanganan  Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19). 

 

Diktum KEDUA 

Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi 

anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan 

sesuai dengan kewenangannya. 

 



3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan 

Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  di 

Lingkungan Pemerintah Daerah 

Diktum KESATU 

Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu 

(refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai 

untuk meningkatkan kapasitas: 

a. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; 

b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-

masing tetap hidup; dan 

c. Penyediaan jaring pengamanan sosial (social safety net), 

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Instruksi Menteri ini. 

 

Diktum KETIGA 

Memastikan dan mengawasi: 

a. Kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan supply dan 

kelancaran distribusi; dan 

b. Aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan 

kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap 

berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, hand sanitizer, dll). 

 

Diktum KEENAM 

Aparat Pengawasa Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan 

dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini. 

 

 

 

 


